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 BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	LATAR BELAKANG
		Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
	Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
	Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan perencanaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 
	Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.
	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi,Misi dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.
	Berdasarkan kerangka pikir di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2024. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPD dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow serta Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan melihat kondisi terkini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2022.

1.2.	LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
c. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
l. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022);
m. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022);

1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow adalah guna merumuskan program dan kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023.

1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN

BAB  I	PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab  berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB  II HASIL EVALUASI RENJA KOMINFO TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD, 
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. 
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, 
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, 
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, 
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

BAB  III  TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB  IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB  V  PENUTUP, pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2022 (n-1), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1).
Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.9.454.230.889 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 9 Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut menerima anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.9.454.230.889 dengan realisasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.9.252.341.632 atau 97,86% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%, Penjelasan yang lebih rinci mengenai realisasi kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1	Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022
	JENIS BELANJA
	TAHUN 2022
	KET

	
	ANGGARAN
(Rp)
	REALISASI
(Rp)
	CAPAIAN
%
	

	 
	Belanja Operasi
	 
	 
	 
	 

	 
	Belanja Pegawai
	2.052.238.944
	2.011.201.442
	98,00
	 

	 
	Belanja Barang dan jasa
	7.368.728.045
	7.213.723.190
	97,90
	 

	 
	Belanja Modal
	 
	 
	
	 

	 
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	33.263.900
	27.417.000
	82,42
	 

	 
	Belanja Modal Aset tetap lainnya
	                   -   
	                      -   
	-
	 

	No
	PROGRAM/KEGIATAN
	ANGGARAN 
(Rp)
	REALISASI (Rp)
	%
	KET



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.876.303.372
	2.779.085.520
	96,62
	

	
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.091.276.461
	2.049.860.150
	98,02
	

	
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	21.450.000
	19.354.500
	90,23
	

	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	315.180.970
	302.276.650
	95,91
	

	
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	260.000.031
	243.461.492
	93,64
	

	
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	188.395.910
	164.132.728
	87,12
	

	2
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	4.080.686.950
	4.051.827.927
	99,29
	

	
	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	4.080.686.950
	4.051.827.927
	99,29
	

	3
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	2.435.712.230
	2.360.432.975
	96,91
	

	
	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1.800.495.880
	1.800.000.000
	99,97
	

	
	2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	635.216.350
	560.432.975
	88,23
	

	4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	61.528.337
	60.995.210
	99,13
	

	
	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	61.528.337
	60.995.210
	99,13
	

	
	TOTAL
	9.454.230.889
	9.252.341.632
	97,86
	



Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026, untuk mengetahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

	Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut : 



Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatab
	Kinerja Program dan Kegiatan 

	
	Indikator
	Target 
	Realisasi 
	%

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)
	95

	95

	100,00%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)
	1
	1
	100,00%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)
	23
	23
	100,00%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)
	12
	12
	100,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)
	12
	12
	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	23
	23
	100,00%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Pengadministrasian Umum (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kator Yang Disediakan (Paket)
	12
	0
	0%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)
	1
	1
	100,00%

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasiitasi Kunjungan Tamu
	4
	4
	100,00%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	69
	69
	100,00%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya Pengadministrasian Umum (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)
	12
	12
	100,00%

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
	12
	12
	100,00%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	12
	12
	100,00%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
	4
	4
	100,00%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
	1
	1
	100,00%

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 Terserapnya Informasi Pelaksanaan Kepemerintahan Kepada Masyarakat (%)
	85
	        82,66 
	97,25%

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Waktu penyediaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik (dokumen)
	2
	2
	100,00%

	Pelayanan Informasi Publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)
	2
	2
	100,00%

	Layanan Hubungan Media
	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)
	2
	2
	100,00%

	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Jumlah OPD yang menerapkan e-Government  (OPD)
	49
	49
	100,00%

	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Waktu Ketersediaan Domain (bulan)
	12
	12
	100,00%

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (unit)
	35
	35
	100,00%

	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah OPD yang menerapkan e-Government
	49
	49
	100,00%

	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan PengewasanE-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	1
	1
	100,00%

	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola
	1
	1
	0,00%

	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)
	37
	37
	100,00%

	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (dokumen)
	1
	1
	100,00%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Presentase Data Pembangunan Daerah yang tepat waktu (%)
	50
	50
	100,00%

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow (%)
	60
	60
	100,00%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)
	1
	1
	100,00%





a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai  harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
b. Sedangkan belum optimalnya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran sub kegiatan tersebut.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow:
1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
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Tabel 2.3	T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra Dinas Kominfo s/d Tahun 2022
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran  Kegiatan s/d tahun 2021
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022
	Target Kinerja Renja tahun 2023
	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah  s/d Tahun 2023

	
	
	
	
	
	Target Kinerja renja tahun 2022
	Realisasi Kinerja renja tahun 2022
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023) 
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

	2.16.01 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah  
	
	88,17
	95
	95
	92,81%
	100 % 
	
	

	2.16.01.2.02 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Pengadministrasian Umum (bulan)
	
	12
	1
	1
	100%
	35 dokumen
	
	

	2.16.01.2.02.01 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Bulan)
	-
	14
	23
	23
	100,00%
	23 org/bulan
	-
	-

	2.16.01.2.02.02 
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran (Bulan)
	-
	12
	12
	12
	100,00%
	12 dokumen
	-
	-

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhr Tahun
	Jumlah dokumen perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
	-
	12
	12
	12
	100,00%
	12 laporan
	
	

	2.16.01.2.05 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (bulan)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	25 dokumen
	
	

	2.16.01.2.05.02 
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Pasang)
	-
	27
	23
	23
	100,00%
	23 paket
	-
	-

	2.16.01.2.06 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 Terlaksananya Pengadministrasian Umum (bulan)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	10101 dokumen
	
	

	2.16.01.2.06.02 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)
	-
	8
	12
	0
	100,00%
	1 paket
	-
	-

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
	-
	34
	0
	0
	100,00%
	0
	-
	-

	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya jasa penggandaan dan percetakan dokumen (Lembar)
	-
	15.000
	0
	0
	100,00%
	0
	-
	-

	2.16.01.2.06.06 
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
	-
	36
	1
	1
	100,00%
	1 dokumen
	-
	-

	2.16.01.2.06.08 
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Orang)
	-
	350
	4
	4
	116,67%
	4 laporan
	-
	-

	2.16.01.2.06.09 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Kali)
	-
	69
	69
	69
	100,00%
	70 laporan
	-
	-

	2.16.01.2.08 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Terlaksananya Pengadministrasian Umum (bulan)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	12 bulan
	
	

	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat-menyurat (Lembar)
	-
	1.000
	0
	0
	100,00%
	0
	-
	-

	2.16.01.2.08.02 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	-
	12
	12
	12
	100,00%
	12 laporan
	-
	-

	 
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
	-
	4
	12
	12
	100,00%
	4 laporan
	-
	-

	2.16.01.2.08.04 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	-
	12
	12
	12
	0,00%
	12 laporan
	-
	-

	2.16.01.2.09 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	  Terlaksananya Pengadministrasian Umum (%)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	12 bulan
	
	

	2.16.01.2.09.02 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
	-
	4
	4
	4
	100,00%
	3 unit
	-
	-

	2.16.01.2.09.09 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
	-
	1
	1
	1
	100,00%
	1 unit
	-
	-

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16.02 
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Terserapnya Informasi Pelaksanaan Kepemerintahan Kepada Masyarakat (%)
	
	82,66
	85
	        82,66 
	97,25%
	88,89 %
	
	

	2.16.02.2.01 
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Waktu penyediaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (bulan)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	9 Dokumen
	
	

	2.16.02.2.01.05 
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Waktu Pelaksanaan Publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (bulan)
	-
	12
	2
	2
	100,00%
	0
	-
	-

	2.16.02.2.01.06 
	Pelayanan Informasi Publik
	Presentase Agenda Kegiatan Pemerintah Daerah yang Tersosialisasi (Persen)
	-
	80
	2
	2
	88,89%
	2 Dokumen
	-
	-

	2.16.02.2.01.07 
	Layanan Hubungan Media
	Terverifikasinya Media yang Bermitra dengan Pemerintah Daerah (Media)
	-
	30
	2
	2
	100,00%
	2 layanan
	-
	-

	2.16.02.2.01.10 
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)
	-
	50
	0
	0
	0,00%
	3 orang
	-
	-

	2.16.02.2.01.12 
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Jumlah peserta sosialisasi PPID (Orang)
	-
	202
	0
	0
	0,00%
	2 Dokumen
	-
	-

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16.03 
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 Jumlah OPD yang menerapkan e-Government  (OPD)
	
	49
	49
	49
	99,07%
	87,76 %
	
	

	2.16.03.2.01 
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Waktu Ketersediaan Domain (bulan)
	
	12
	12
	12
	100,00%
	44 Dokumen
	
	

	2.16.03.2.01.03 
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Waktu penyediaan jasa internet (Bulan)
	-
	12
	35
	35
	100,00%
	43 Dokumen
	-
	-

	2.16.03.2.02 
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Waktu Lisensi Domain Pemerintah Daerah (tahun)
	
	1
	49
	49
	100,00%
	14 Dokumen
	
	

	2.16.03.2.02.01 
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Peserta Sosialisasi (Orang)
	-
	-48
	1
	1
	0,00%
	1 Dokumen
	-
	-

	2.16.03.2.02.03 
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Waktu Lisensi Domain Pemerintah Daerah (Tahun)
	-
	1
	1
	1
	0,00%
	1 Unit
	-
	-

	 
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Jumlah Jaringan Instalasi yang diadakan (Unit)
	-
	1
	0
	0
	0,00%
	5 unit
	-
	-

	2.16.03.2.02.07 
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Aplikasi)
	-
	1
	37
	37
	100,00%
	3 Unit
	-
	-

	2.16.03.2.02.10 
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Jumlah OPD yang terlayani internet (Titik)
	-
	5
	1
	1
	100,00%
	1 Dokumen
	-
	-

	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	Jumlah Pengelolaan e
Jumlah Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemerintah Daerah K
	
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20.02 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 Presentase Data Pembangunan Daerah yang tepat waktu (%) (dokumen)
	
	50
	50
	50
	100,00%
	2 Dokumen
	
	

	2.20.02.2.01 
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	 Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow (%)
	
	50
	60
	60
	100,00%
	2 Dokumen
	
	

	2.20.02.2.01.01 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi (Orang)
	-
	96
	1
	1
	100,00%
	1 Dokumen
	-
	-

	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Jumlah Penyelenggaraan 
Jumlah Penyelenggaraan 
Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	
	
	1 dokumen
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21.02 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Presentase Penyelenggaraan Persandian (%)
	
	35
	0
	0
	100,00%
	100,00%
	
	

	2.21.02.2.01 
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Presentase Penyelenggaraan Persandian (%)
	
	35
	0
	0
	100,00%
	2 dokumen
	
	

	2.21.02.2.01.03 
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan Persandian (Orang)
	-
	96
	0
	0
	100,00%
	2 laporan
	-
	-

	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
	
	
	
	
	
	
	49 Perangkat Daerah
	
	

	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota
	
	
	
	
	
	
	49 Perangkat Daerah
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	




2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.
Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :


Tabel 2.4	T-C.30 Pencapaian Kinerja  Pelayanan  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
	No
	Indikator
	SPM
	IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2022 (thn n-2)
	Tahun 2023 (thn n-1)
	Tahun 2024 (thn n)
	Tahun 2025 (thn n+1)
	Tahun 2022 (thn n-2)
	Tahun 2023 (thn n-1)
	Tahun 2024 (thn n)
	Tahun 2025 (thn n+1)
	

	1
	Indeks Layanan Informasi meningkat
	
	
	75
	
	
	
	133,33
	
	
	
	-

	2
	Cakupan Infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan sistem informasi terintegrasi
	
	
	90
	
	
	
	100
	
	
	
	-

	3
	Presentase Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan data statistik sektoral
	
	
	75
	
	
	
	75
	
	
	
	-

	4
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	
	
	
	2,1
	2,3
	2,5
	
	2,2
	2,4
	2,6
	

	5
	Indeks Keterbukaan Informasi
	
	
	
	40
	45
	50
	
	41
	46
	53
	








Tabel 2.5	Realisasi Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2022
	No
	IKK OUTCOME
	IKK OUTPUT
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	
	
	
	

	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
	 
	PERANGKAT DAERAH
	48
	36
	75%

	
	 
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
	PERANGKAT DAERAH
	48
	34
	70,83%

	
	 
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
	PERANGKAT DAERAH
	48
	36
	75,00%

	
	 
	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
	Sistem
	2
	2
	2 Sistem

	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integritas 
	 
	Aplikasi
	27
	19
	70,37%

	
	 
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
	Aplikasi
	27
	27
	100%

	
	 
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
	PERANGKAT DAERAH
	48
	48
	100%

	
	 
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	PERANGKAT DAERAH
	48
	11
	22,92%

	
	 
	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
	Aplikasi
	27
	27
	100%

	
	 
	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
	Aplikasi
	27
	2
	7,41%

	
	 
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	Aplikasi
	27
	26
	96,30%

	
	 
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan
	Aplikasi
	27
	19
	70,37%

	
	 
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan
	PERANGKAT DAERAH
	48
	12
	25%

	
	 
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
	PERANGKAT DAERAH
	48
	16
	33,33%

	
	 
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
	PERANGKAT DAERAH
	48
	48
	100,00%

	
	 
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai
	Data
	6
	6
	100%

	
	 
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city
	PERANGKAT DAERAH
	48
	16
	33,33%

	
	 
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo
	Orang
	11
	11
	100%

	
	 
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
	Aturan
	1
	1
	Ada

	
	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
	 
	Orang
	252.628
	188.024
	74,43%

	
	 
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten  yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota
	Komunitas
	6
	4
	66,67%

	
	 
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (strakom)
	Jenis Informasi
	2.352
	1.969
	83,72%

	
	 
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
	Layanan Informasi
	282
	282
	100%

	
	STATISTIK
	 
	
	
	
	

	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	 
	PERANGKAT DAERAH
	48
	48
	100%

	
	 
	1. Tersedianya buku profil daerah
	Buku
	1
	1
	Ada

	
	 
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
	Kegiatan
	3
	3
	3 Survey

	
	 
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan
	Kompilasi
	-
	-
	0

	
	 
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
	Rekomendasi
	1
	1
	1 Survey

	
	 
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
	Rekomendasi
	-
	-
	0

	
	 
	6. Persentase kelengkapan metadata variabel kegiatan statistik
	Metadata
	3
	1
	33,33%

	
	 
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral
	Metadata
	75
	53
	70,67%

	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
	 
	PERANGKAT DAERAH
	48
	48
	100%

	
	PERSANDIAN
	 
	
	
	
	

	
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
	 
	Layanan Informasi
	-
	-
	

	
	 
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan
	Pengamanan Sinyal
	2
	2
	100%

	
	 
	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
	Sistem Elektronik
	19
	11
	57,89%

	
	 
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
	Sistem Elektronik
	19
	9
	47,37%

	
	 
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan
	Titik teramankan
	48
	48
	100%




Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, menggambarkan bahwa 
a. IKK Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika meliputi :
1. IKK Outcome untuk Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo  sebesar 75,00%;
2. IKK Outcome untuk Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integritas   sebesar 70,37%;
3. IKK Outcome untuk Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten  sebesar 74,43%.
b. Urusan Pemerintahan Statistik meliputi :
1. IKK Outcome untuk Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah  sebesar 100,00%;
2. IKK Outcome untuk Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  sebesar 100,00%.
c. Urusan Pemerintahan Persandian meliputi :
1. IKK Outcome untuk Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah  sebesar – (tidak diukur)
Belum optimalnya capaian indikator kinerja kunci tersebut disebabkan oleh masih rendahnya capaian output kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pemenuhan dan peningkatan capaian IKK Output harus lebih ditingkatkan pada tahun kedepannya.

Berdasarkan tabel diatas, ada perubahan indikator dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023-2024. Hal ini sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015  Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota melalui pemilih serentak Nasional pada tahun 2024. 
Sehingga Adanya aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

2.3.	ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas dan tantangan berat dimasa datang, harus senantiasa sigap dan mampu membaca perubahan yang terjadi di daerah. Sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas pejabat struktural, fungsional dan non fungsional baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program Pembangunan secara optimal. Hal tersebut diatas berimplikasi pada sejumlah permasalahan yang dihadapi, yaitu :
1. Belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana pada masing-masing bidang;
2. Belum terlaksana secara optimal pengembangan kompetensi, jenjang karir dan pelatihan;
3. Ketersediaan, kualitas data dan kajian bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum tersedia sesuai kebutuhan;
4. Kajian dan hasil penelitian belum berjalan dengan baik;
5. Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yang cukup banyak  berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow di masa yang akan datang serta untuk menghadapi dinamika yang terjadi saat ini, maka melalui Analisa SWOT, hal-hal yang harus dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow kedepan adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan ekosistem SPBE dengan Pembangunan jaringan intra Pemerintah.
2. Perluasan Akses dan peningkatan infratruktur digital dan penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah dengan Penyediaan fasilitas internet yang berkualitas dan diamankan bagi semua perangkat daerah dan Pembangunan sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah Daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.
3. Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) dengan melaksanakan Fasilitasi layanan pusat data pemerintah bagi perangkat daerah; Interoperabilitas/berbagi pakai data; Pemanfaatan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Kendal untuk kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah secara daring; dan fasilitasi pengelolaan dan pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar.
4. Peningkatan kualitas layanan informasi publik; dengan melaksanakan Penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; dan Penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Percepatan pembangunan satu data Bolmong dilaksanakan dengan Pembangunan portal data kendal; Pengunggahan data statistik sektoral oleh perangkat daerah pada portal data kendal; Pembaruan/ pemutakhiran data statistik sektoral secara periodik; dan Integrasi dan interoperabilitas data statistik sektoral.
6. Pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah dilaksanakan dengan melakukan pengamanan kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/ akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan Penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik (SE) milik Pemerintah Daerah (termasuk layanan SPBE yang meliputi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan); dan Pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS).


2.4. 	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses  penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomen klatur program dan kegiatan dan penambahan kegiatan untuk rencana kerja tahun berikutnya.
Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut Indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :


Tabel 2.6	T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 
	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analsis Kebutuhan

	
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikator (Rp.000)
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana  (Rp. 000)

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 Dinas Kominfo
	 Persentase Capaian Tertib
Adminstrasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah  
	100 
	2.960.333.624,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 Dinas Kominfo
	 Persentase Capaian Tertib
Adminstrasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah  
	100 
	2.998.477.674

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja
	 35
	2.075.207.679,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja
	 35
	2.135.444.949

	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Dinas Kominfo
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	25 Orang/bulan
	1.996.888.003,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Dinas Kominfo
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	23 Orang/bulan
	2.064.720.394

	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	35 Dokumen
	43.068.735,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	35 Dokumen
	34.908.735

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	12 Laporan
	35.250.941,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	12 Laporan
	35.815.820

	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Dokumen Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
	 25 Dokumen
	21.392.385,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Dokumen Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
	 25 Dokumen
	21.392.385,00

	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Dinas Kominfo
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	25 Paket
	21.392.385,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Dinas Kominfo
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	25 Paket
	21.392.385,00

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
	 10101 Dokumen
	389.403.011,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
	 10101 Dokumen
	389.403.011,00

	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	65 Laporan
	376.624.430,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	65 Laporan
	376.624.430,00

	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4 Laporan
	12.778.581,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4 Laporan
	12.778.581,00

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	 12 Bulan
	313.416.903,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	 12 Bulan
	361.416.903

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	30 Laporan
	180.708.168,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	30 Laporan
	180.708.168

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	24 Laporan
	132.708.735,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	24 Laporan
	180.708.735

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah
daerah
	 12 Bulan
	160.913.646,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah
daerah
	 12 Bulan
	112.212.811

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Dinas Kominfo
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	20 Unit
	112.204.911,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Dinas Kominfo
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	3 Unit
	112.212.811

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Dinas Kominfo
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	30 Unit
	48.708.735,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Dinas Kominfo
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	    Unit
	




	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analsis Kebutuhan

	
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikator (Rp.000)
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana  (Rp. 000)

	2
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 Dinas Kominfo
	 Persentase Capaian Pengelolaan
informasi dan komunikasi publik
	88,89 %
	2.820.738.696,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	 Dinas Kominfo
	 Persentase Capaian Pengelolaan
informasi dan komunikasi publik
	100 %
	2.820.738.696

	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Informasi dan komunikasi
publik yang di kelola
	9 Dokumen
	2.820.738.696,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Informasi dan komunikasi
publik yang di kelola
	11 Dokumen
	2.820.738.696

	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	200 Dokumen
	2.700.999.318,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2 Dokumen
	2.700.999.318

	
	Pelayanan Informasi Publik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 


	2 Dokumen
	58.670.000,00
	Pelayanan Informasi Publik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 


	2 Dokumen
	58.670.000,00

	
	Layanan Hubungan Media
	Dinas Kominfo
	Jumlah Layanan Hubungan Media
	15 Layanan
	61.069.378,00
	Layanan Hubungan Media
	Dinas Kominfo
	Jumlah Layanan Hubungan Media
	2 Layanan
	61.069.378,00

	3
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 Dinas Kominfo
	Persentase OPD yang menerapkan e-Government
	71,43 % 
	2.069.299.639,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	 Dinas Kominfo
	Persentase OPD yang menerapkan e-Government
	87,76 % 
	2.069.580.103

	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Domain dan sub domain
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat
	39 Dokumen 
	1.500.000.000,00
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	 Jumlah Domain dan sub domain
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat
	44 Dokumen 
	1.500.277.056

	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	2 Unit
	1.500.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	43 Unit
	1.500.277.056

	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Pengelolaan 
e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	15 Dokumen
	569.299.639,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Pengelolaan 
e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	14 Dokumen
	569.303.047

	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	2 Unit
	4.482.735,00
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	1 Unit
	4.482.735,00

	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	2 Unit
	33.608.169,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	3 Unit
	33.611.577

	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 
	12 Dokumen
	531.208.735,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 
	1 Dokumen
	531.208.735,00

	4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 Dinas Kominfo
	Jumlah data
Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	39.980.327,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	 Dinas Kominfo
	Jumlah data
Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	40.592.615

	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
	2 Dokumen 
	39.980.327,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
	2 Dokumen 
	40.592.615

	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	7 Dokumen
	39.980.327,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Dinas Kominfo
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	1 Dokumen
	40.592.615




	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analsis Kebutuhan

	
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikator (Rp.000)
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana  (Rp. 000)

	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	 Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan
Sistem Persandian
	 100 %
	61.999.648,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	 Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan
Sistem Persandian
	 100 %
	61.115.246

	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah pengamanan informasi
Pemerintah daerah  
	2 Dokumen
	0,00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah pengamanan informasi
Pemerintah daerah  
	2 Dokumen
	0,00

	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	2 Laporan
	0,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Dinas Kominfo
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	2 Laporan
	0,00

	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Perangkat daerah yang memanfaatkan jaring komunikasi
	49 Perangkat Daerah
	61.999.648,00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	 Dinas Kominfo
	Jumlah Perangkat daerah yang memanfaatkan jaring komunikasi
	49 Perangkat Daerah
	61.115.246

	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Kominfo
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
	49 Perangkat Daerah
	61.999.648,00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Kominfo
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
	49 Perangkat Daerah
	61.115.246

	
	 
	 
	 
	 
	7.952.351.934,00
	 
	 
	 
	 
	7.990.504.334












2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Berdasarkan Musrenbang (partisipatif) tidak ada usulan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow.
	NO
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
	Lokasi Detail
	 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
	Besaran Volume 
	Catatan Penting

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(8)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NIHIL

	-
	-
	-
	-
	-
	-





BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai berikut : 

Tabel 3.1	Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024
	TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024:
MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

	Prioritas Nasional

	PRIORITAS 1
	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

	PRIORITAS 2
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

	PRIORITAS 3
	Pelaksanaan Pemilu 2024

	PRIORITAS 4
	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

	PRIORITAS 5
	Penguatan Daya Saing Usaha

	PRIORITAS 6
	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

	PRIORITAS 7
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

	PRIORITAS 8
	Pembanguanan Ibukota Nusantara



Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2	Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024
	TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024:
“PENGEMBANGAN DAYA SAING UNTUK MEMAKSIMALKAN INVESTASI DAN UMKM MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG HANDAL DISERTAI SUKSES PEMILU SERENTAK”.

	Prioritas Daerah

	PRIORITAS 1
	Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum serentak

	PRIORITAS 2
	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;

	PRIORITAS 3
	Pemetaan Potensi Investasi Dan Promosi.

	PRIORITAS 4
	Peningkatan kualitas Pendidikan;

	PRIORITAS 5
	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan

	PRIORITAS 6
	Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri Pengolahan

	PRIORITAS 7
	Pemerataan pembangunan;

	PRIORITAS 8
	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN;

	PRIORITAS 9
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

	PRIORITAS 10
	Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city





	Memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tahun 2024, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung secara tidak langsung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Sehingga dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan daerah tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang juga merupakan penjabaran dari RPD, dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, seperti yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 pada tabel  sebagai berikut :

Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo 2023-2026
	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN

	1
	2
	3
	4

	1
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah
	
	Indeks Pelayanan Publik

	
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	
	
	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menghasilkan Layanan Informasi y
	Indeks Keterbukaan Informasi




3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 
Program kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). RKPD ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.
Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow tahun2024 sebagaimana terjabarkan secara rinci pada tabel berikut.


Tabel 3.4	T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	Capaian Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sumber Dana
	Catatan Penting
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	
	
	
	Tolok Ukur
	Target
	

	2
	
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	2
	16
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	9,733,620,403
	
	9,599,376,370

	2
	16
	1
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2,932,444,295
	 
	2,978,196,690

	2
	16
	1
	02.02
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2,232,919,491
	 
	2,231,911,647

	2
	16
	1
	02.02
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	23 Orang/bulan
	35 Dokumen
	2,165,583,047
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	2,165,583,047

	2
	16
	1
	02.02
	2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Dokumen
	35 Dokumen
	42,360,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	42,360,000

	2
	16
	1
	02.02
	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	35 Dokumen
	24,976,444
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	23,968,600

	2
	16
	1
	02.05
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	21,090,000
	 
	21,450,000

	2
	16
	1
	02.05
	2
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	23 Paket
	31 Dokumen
	21,090,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	21,450,000

	2
	16
	1
	02.06
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	240,440,000
	 
	240,440,000

	2
	16
	1
	02.06
	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Paket
	10101 Dokumen
	5,763,900
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	5,763,900

	2
	16
	1
	02.06
	6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Dokumen
	10101 Dokumen
	19,724,100
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	19,724,100

	2
	16
	1
	02.06
	8
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	4 Laporan
	10101 Dokumen
	13,500,000
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	13,500,000

	2
	16
	1
	02.06
	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	70 Laporan
	10101 Dokumen
	201,452,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	201,452,000

	2
	16
	1
	02.08
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	272,999,133
	 
	275,999,133

	2
	16
	1
	02.08
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	12 Bulan
	119,999,133
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	119,999,133

	2
	16
	1
	02.08
	3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	4 Laporan
	12 Bulan
	9,000,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	12,000,000

	2
	16
	1
	02.08
	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	12 Bulan
	144,000,000
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	144,000,000

	2
	16
	1
	02.09
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	164,995,671
	 
	188,395,910

	2
	16
	1
	02.09
	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	3 Unit
	33.33 Persen
	111,496,176
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	129,228,710

	2
	16
	1
	02.09
	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Unit
	33.33 Persen
	53,499,495
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	59,167,200

	2
	16
	2
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	4,078,662,491
	 
	4,096,067,450

	2
	16
	2
	02.01
	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	4,078,662,491
	 
	4,096,067,450

	2
	16
	2
	02.01
	4
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	2,249,800
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	2
	02.01
	5
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	3,930,424,222
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	3,945,570,220

	2
	16
	2
	02.01
	6
	Pelayanan Informasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	72,247,945
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	72,709,450

	2
	16
	2
	02.01
	7
	Layanan Hubungan Media
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Layanan Hubungan Media
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Layanan
	11 Dokumen
	61,069,378
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	62,787,780

	2
	16
	2
	02.01
	10
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	3 Orang
	11 Dokumen
	10,174,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	2
	02.01
	12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	2,497,146
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	3
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2,722,513,617
	 
	2,525,112,230

	2
	16
	3
	02.01
	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1,800,495,880
	 
	1,800,495,880

	2
	16
	3
	02.01
	3
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Jumlah Domain dan sub domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79,59 Persen
	39 Unit
	40 Dokumen
	1,800,495,880
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79,59 Persen
	1,800,495,880

	2
	16
	3
	02.02
	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	922,017,737
	 
	724,616,350

	2
	16
	3
	02.02
	1
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	13,979,289
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	13,989,840

	2
	16
	3
	02.02
	3
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Unit
	15 Dokumen
	4,590,183
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	3,828,880

	2
	16
	3
	02.02
	7
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	3 Unit
	15 Dokumen
	33,484,515
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	49,698,880

	2
	16
	3
	02.02
	10
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	794,818,750
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	652,098,750

	2
	16
	3
	02.02
	12
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	75,145,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	5,000,000

	2
	20
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	31,179,172
	
	48,567,320

	2
	20
	2
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	31,179,172
	 
	48,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	31,179,172
	 
	48,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	2 Dokumen
	28,809,655
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	38,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	3
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	2 Dokumen
	2,369,517
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	10,000,000

	2
	21
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	5,884,110
	
	20,000,000

	2
	21
	2
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	5,884,110
	 
	20,000,000

	2
	21
	2
	02.01
	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	5,422,239
	 
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.01
	3
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Jumlah pengamanan informasi pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	2 Laporan
	2 Dokumen
	5,422,239
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	100 Persen
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.02
	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	461,871
	 
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.02
	1
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	49 Perangkat Daerah
	49 Perangkat Daerah
	461,871
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	100 Persen
	10,000,000

	TOTAL
	9,770,683,685
	
	9,667,943,690


	

	
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2023-2026, dan RKPD Tahun 2024 maka untuk pencapaian target kinerjanya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.4. 
Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :
A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
B. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan :
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
`

Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023
	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	Capaian Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sumber Dana
	Catatan Penting
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	
	
	
	Tolok Ukur
	Target
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2
	
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	2
	16
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	9,733,620,403
	
	9,599,376,370

	2
	16
	1
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2,932,444,295
	 
	2,978,196,690

	2
	16
	1
	02.02
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2,232,919,491
	 
	2,231,911,647

	2
	16
	1
	02.02
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	23 Orang/bulan
	35 Dokumen
	2,165,583,047
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	2,165,583,047

	2
	16
	1
	02.02
	2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Dokumen
	35 Dokumen
	42,360,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	42,360,000

	2
	16
	1
	02.02
	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	35 Dokumen
	24,976,444
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	23,968,600

	2
	16
	1
	02.05
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	21,090,000
	 
	21,450,000

	2
	16
	1
	02.05
	2
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	23 Paket
	31 Dokumen
	21,090,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	21,450,000

	2
	16
	1
	02.06
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	240,440,000
	 
	240,440,000

	2
	16
	1
	02.06
	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Paket
	10101 Dokumen
	5,763,900
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	5,763,900

	2
	16
	1
	02.06
	6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Dokumen
	10101 Dokumen
	19,724,100
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	19,724,100

	2
	16
	1
	02.06
	8
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	4 Laporan
	10101 Dokumen
	13,500,000
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	13,500,000

	2
	16
	1
	02.06
	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	70 Laporan
	10101 Dokumen
	201,452,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	201,452,000

	2
	16
	1
	02.08
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	272,999,133
	 
	275,999,133

	2
	16
	1
	02.08
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	12 Bulan
	119,999,133
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	119,999,133

	2
	16
	1
	02.08
	3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	4 Laporan
	12 Bulan
	9,000,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	12,000,000

	2
	16
	1
	02.08
	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	12 Laporan
	12 Bulan
	144,000,000
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	144,000,000

	2
	16
	1
	02.09
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	164,995,671
	 
	188,395,910

	2
	16
	1
	02.09
	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	3 Unit
	33.33 Persen
	111,496,176
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	129,228,710

	2
	16
	1
	02.09
	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	1 Unit
	33.33 Persen
	53,499,495
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
	100 Persen
	59,167,200

	2
	16
	2
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	4,078,662,491
	 
	4,096,067,450

	2
	16
	2
	02.01
	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	4,078,662,491
	 
	4,096,067,450

	2
	16
	2
	02.01
	4
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	2,249,800
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	2
	02.01
	5
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	3,930,424,222
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	3,945,570,220

	2
	16
	2
	02.01
	6
	Pelayanan Informasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	72,247,945
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	72,709,450

	2
	16
	2
	02.01
	7
	Layanan Hubungan Media
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Layanan Hubungan Media
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Layanan
	11 Dokumen
	61,069,378
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	62,787,780

	2
	16
	2
	02.01
	10
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	3 Orang
	11 Dokumen
	10,174,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	2
	02.01
	12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
	Jumlah Informasi dan komunikasi publik yang di kelola
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	90,91 Persen
	2 Dokumen
	11 Dokumen
	2,497,146
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	90,91 Persen
	5,000,000

	2
	16
	3
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2,722,513,617
	 
	2,525,112,230

	2
	16
	3
	02.01
	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1,800,495,880
	 
	1,800,495,880

	2
	16
	3
	02.01
	3
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Jumlah Domain dan sub domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79,59 Persen
	39 Unit
	40 Dokumen
	1,800,495,880
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79,59 Persen
	1,800,495,880

	2
	16
	3
	02.02
	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	922,017,737
	 
	724,616,350

	2
	16
	3
	02.02
	1
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	13,979,289
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	13,989,840

	2
	16
	3
	02.02
	3
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Unit
	15 Dokumen
	4,590,183
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	3,828,880

	2
	16
	3
	02.02
	7
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	3 Unit
	15 Dokumen
	33,484,515
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	49,698,880

	2
	16
	3
	02.02
	10
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	794,818,750
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	652,098,750

	2
	16
	3
	02.02
	12
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
	Jumlah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	79.59 Persen
	1 Dokumen
	15 Dokumen
	75,145,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Terlaksananya e-Gov pada OPD
	79.59 Persen
	5,000,000

	2
	20
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	31,179,172
	
	48,567,320

	2
	20
	2
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	31,179,172
	 
	48,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	31,179,172
	 
	48,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	2 Dokumen
	28,809,655
	Penerimaan Pembiayaan
	
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	38,567,320

	2
	20
	2
	02.01
	3
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	2 Dokumen
	1 Dokumen
	2 Dokumen
	2,369,517
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	2 Dokumen
	10,000,000

	2
	21
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	5,884,110
	
	20,000,000

	2
	21
	2
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	5,884,110
	 
	20,000,000

	2
	21
	2
	02.01
	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	5,422,239
	 
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.01
	3
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Jumlah pengamanan informasi pemerintah daerah
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	2 Laporan
	2 Dokumen
	5,422,239
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	100 Persen
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.02
	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	461,871
	 
	10,000,000

	2
	21
	2
	02.02
	1
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 Persen
	49 Perangkat Daerah
	49 Perangkat Daerah
	461,871
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	
	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
	100 Persen
	10,000,000

	TOTAL
	9,770,683,685
	
	9,667,943,690






BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow secara khusus maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow selain menjadi dasar rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow, bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
Sebagai Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga diharapkan melalui program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dapat menunjang pencapaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow. 
Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 disusun guna mewujudkan Bolaang Mongondow yang Hebat. 
Lolak,     Juli 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bolaang Mongondow
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